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NOTA DINAS 

 

Kepada Yth.  : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Dari   : Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan 

Tanggal  : 27 Maret 2023 

Sifat  : Biasa 

Lampiran  : 4 (Empat) 

Perihal  : Notulen Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2022 

 

Berikut kami sampaikan hasil rapat pembahasan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, antara lain: 

• Terdapat perbaikan pada beberapa sistematika LAKIP yakni 

1. Landasan hukum 

Hasil asistensi LAKIP oleh Sekretariat Daerah adalah landasan hukum seharusnya 

dilengkapi. Perbaikan pada landasan hukum dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Bahasan mengenai sistematika sebaiknya dituangkan pada subbab 1.6. Hasil 

perbaikan telampir di Lampiran 2. 

3. Perjanjian Kinerja telah dituangkan pada bab II (Lampiran 3). 

4. Bahasan pada LAKIP sebaiknya ditambah mengenai perbandingan capaian 

kinerja tahun lalu (n-1) dengan tahun sekarang (n), serta perbandingan capaian 

kinerja tahun n dengan target RPJMD, serta penambahan bahasan pada subbab 

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan. 

• Hasil reviu oleh Sekretariat Daerah terdapat pada lampiran 4. 

 

 

 

 

 

Purwakarta, 27 Maret 2023        

Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

FITRIAH WIDIANINGSIH, SE., MM  

NIP. 19801005 200701 2 007 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 
Jalan K.K Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905 

P U R W A K A R T A 



Lampiran 1 

 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2022 mengacu pada: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023; 

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;  

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan 

Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 2 

 

Sistematika pada penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 

2022 adalah sebagai berikut : 

I PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang   

1.2 Dasar Hukum  

1.3 Susunan Organisasi   

1.4 Tugas dan Fungsi   

1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi) 

II PERENCANAAN KINERJA  

2.1 Visi dan Misi   

2.2 Tujuan dan Sasaran   

2.3 Kebijakan dan Program   

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2022   

III AKUNTABILITAS KINERJA  

3.1 Capaian Kinerja Organisasi  

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi  

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi   

3.4 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

IV PENUTUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LAMPIRAN 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2022 
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